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 Pokok masalah dalam penelitian ini menyoal tentang bagaimana pengaturan 
tindak pidana pencucian uang yang tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana 
asalnya serta menyimpulkan sejauh mana efektivitas penanganan Tindak Pidana 
Pencucian Uang yang tidak dibuktian terlebih dahulu tindak pidana asalnya. 
 Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka dimana peneliti 
mendiskripsikan secara umum mengenai objek yang dibicarakan sesuai dengan data-
data yang didapatkan dari berbagai sumber yang ada melalui website, repository, 
jurnal-jurnal online dan lain-lain dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. 
Adapun data penelitian ini bersumber dari data sekunder. Kemudian metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah internet searching berupa website, 
repository, jurnal-jurnal dan lain-lain. Adapun teknik pengolahan dan analisis data 
yakni dengan seleksi, klasifikasi, reduksi dan editing data. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama pengaturan dalam ketentuan 
tindak pidana pencucian uang yang tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana 
asalnya berdasar pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berpacu pada 
prinsip penanganan tindak pidana penadahan pada Pasal 480 KUHP. kedua, Analisis 
mengenai efektivitas penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa pembuktian 
terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal, dalam hal penanganan Tindak Pidana 
Pencucian Uang tanpa kewajiban membuktikan tindak pidana asalnya dapat 
dikatakan efektif karena dapat mempermudah proses peradilan. Dalam tindak pidana 
pencucian uang dengan tetap memberikan  kesempatan untuk membuktikan bahwa 
harta yang diperoleh merupakan harta dari hasil kegiatan yang sah. 
 
 
Kata Kunci: Tindak pidana pencucian uang;Tindak pidana asal;Tindak Pidana 
Penadahan.








A. Latar Belakang Masalah 
Istilah pencucian uang (Money Laundering) muncul pertama kali pada sekitar 
tahun 1930-an ketika mafia di Amerika mengakuisisi usaha pencucian pakaian 
otomatis (loundromats) setelah mereka mendapatkan uang dalam jumlah besar dari 
kegiatan ilegal seperti pemerasan, prostitusi, narkoba, dan perdagangan minuman 
keras. Mereka mengaburkan asal usul uang tersebut dengan membeli perusahaan 
loundromats yang sah, kemudian menggabungkan uang haram dengan uang yang 
diperoleh secara sah dari kegiatan usaha cuci pakaian tersebut.
1
  
Para gangster memilih loundromats karena usaha ini dilakukan dengan 
menggunakan uang tunai dan pasti menguntungkan. Salah satu pelakunya adalah 
mafia terkenal, Al Capone. Pada Oktober 1931 ia dihukum dengan pidana penjara 
selama sebelas tahun di penjara Alcatraz setelah dinyatakan bersalah melakukan 
penggelapan pajak. Namun ia dihukum bukan karena terbukti bersalah melakukan 
kejahatan asal (predicate crime), seperti pembunuhan, pemerasan dan penjualan 
minuman keras tanpa izin.
2
 
                                                 
1
Philips Darwin, Money Laundering cara memahami dengan tepat dan benar soal pencucian 
uang, sinar ilmu, 2012, h. 5 
2
Philips Darwin, Money Laundering cara memahami dengan tepat dan benar soal pencucian 





Dalam The National Money Laundering Strategy for 2000, yang diterbitkan 
oleh pemerintah AS pada Maret 2000 dikemukakan bahwa pencucian uang wajib 
diberantas karena tiga alasan, yaitu: (1) pencucian uang adalah sarana penting bagi 
kejahatan yang menghasilkan uang, baik kejahatan narkoba, kecurangan, maupun 
bentuk-bentuk kejahatan lainnya; (2) pencucian uang membantu para pejabat negara 
asing untuk melakukan korupsi untuk dapat menyembunyikan kekayaan masyarakat 
yang diperolehnya secara tidak jujur, sering kali kekayaan itu berupa kekayaan yang 
diberikan oleh pemerintah AS untuk keperluan meningkatkan kehidupan warga 
negara; (3) pemberantasan pencucian uang (counter money laundering) membantu 
AS untuk mempertahankan integritas dari sistem keuangan (financial system) dan 
lembaga-lembaga terhadap pengaruh buruk dari uang hasil kejahatan.
3
 
Karena alasan-alasan di atas, maka pencucian uang telah memperoleh 
perhatian yang besar dibanyak negara untuk diperangi. Sebagian besar negara di 
dunia kemudian mengikuti jejak AS untuk mengkriminalisasi pencucian uang. 
Sebagaimana diketahui, Money Laundering Control Act 1986 merupakan undang-
undang yang pertama di dunia yang menentukan pencucian uang sebagai kejahatan. 
Undang-Undang ini melarang setiap orang untuk melakukan transaksi keuangan yang 
melibatkan hasil (proceeds) yang diperoleh dari specified unlawful activity.
4
 yang 
                                                 
3
Philips Darwin, Money Laundering cara memahami dengan tepat dan benar soal pencucian 
uang, h. 37 
4
http://www.interpol.go.id/fr/la-criminalite-transnationale/blanchiment-dargent/97-kerugian-





kemudian setelah itu diikuti dengan The Annunzio Wylie Act. Dan Money Laundering 
Suppression Act. (1994). 
Dana Moneter Internasional (IMF) melalui tulisan Vito Tanzi yang berjudul 
“Money Laundering and The International Financial System” (IMF working paper, 
WP/96/55, May 1996, p.2) menyatakan bahwa pencucian uang di dunia internasional 
berpotensi: (1) Merugikan efektivitas ekonomi nasional dan melemahkan kebijakan 
ekonomi negara; (2) mendorong terjadinya korupsi di pasar keuangan dan 
menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional sehingga 




Selain dampak dibidang ekonomi dari aktivitas pencucian uang, alasan 
kriminalisasi lainnya adalah adanya desakan dunia internasional, yakni Financial 
Action Task Force (FATF) yang pada bulan Juni tahun 2001 memasukkan Indonesia 
bersama 15 negara lainnya yang layak mendapatkan ancaman sanksi internasional 
serta menjadi negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang.
6
 
Setahun setelah ditetapkan sebagai negara yang tidak kooperatif dalam 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pemerintah Republik Indonesia 
mengajukan RUU tentang tindak pidana pencucian uang untuk selanjutnya dibahas ke 
tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kemudian diwujudkan dengan 
                                                 
5
Philips Darwin, Money Laundering cara memahami dengan tepat dan benar soal pencucian 
uang, h.30 
6
Sigid Riyanto dkk, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus (Jakarta Selatan: Pena Pundi 





Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 
pada tanggal 17 April 2002. 
Pengesahan Undang-Undang ini tidak secara otomatis menghapus Indonesia 
dari daftar hitam NCCTs FATF, dengan alasan Indonesia dianggap belum 
membuktikan adanya program penegakan hukum pencucian uang yang efektif.
7
 Oleh 
sebab itu, setahun kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 




Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang Atas perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, masih 
terdapat berbagai kelemahan dari segi penerapan undang-undang, hal ini berdasar 
pada pendapat Tim ReviewFATF dalam fase monitoring. Salah satu kelemahannya 
adalah beberapa ketentuan yang diatur dalam UU TPPU masih menimbulkan multi 
interpretasi, banyaknya “celah hukum” (loopholes) dan tidak tegasnya rumusan 
mengenai pemberian sanksi atau ancaman hukuman. Kendala legislasi tersebut 
diyakini sebagai salah satu penyebab kurang efektifnya pelaksanaan dan penegakan 
hukum TPPU. Hal ini menunjukkan, bahwa pengaturan mengenai tindak pidana 
                                                 
7
Supriyadi Widodo Eddyono dan Yonatan Iskandar Chandra,  Mengurai Implementasi dan 
Tantangan Anti Pencucian Uang Indonesia (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ,2015) h. 
11. 
8
Rocky Marbum, “Forum Dunia Hukum , Inkonsistensi Penegakan Hukum UU Money 
Laundering  2010. Kebijakan Legislatif yang Berpotensi Melanggar Hak Azasi Manusia (HAM)”, 
https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/08/26/inkonsistensipenegakhukum-uu-money-
laundering-2010-kebijakan-legislatif-yang-berpotensimelanggar-hak-azasi-manusiaham/diakses pada 





pencucian uang belum menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam 
masyarakat. Oleh sebab itulah, kepastian hukum yang konkrit serta penegakan hukum 
yang berkeadilan dan konsisten sangat diperlukan dalam upaya mencegah dan 
memberantas tindak pidana pencucian uang.
9
 
Oleh sebab itu,  pemerintah pada tahun 2010 kembali menyusun Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang, 
pemerintah membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 
sebuah lembaga independen yang melakukan fungsi penyelidikan, yaitu 
mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi transaksi 
yang dicurigai serta diduga sebagai perbuatan pencucian uang. Informasi ini 
kemudian diteruskan kepada penyidik untuk diproses berdasarkan KUHAP.
10
 
Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan pengertian secara tegas 
mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 1 angka (1) “pencucian uang 
adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan 
                                                 
9
Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta, 2006) Hlm. 1 
10
Philips Darwin, Money Laundering cara memahami dengan tepat dan benar soal pencucian 





ketentuan dalam undang-undang ini,” yaitu pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. 
Menurut Husein pada sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di 
Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2011 menyatakan bahwa Pasal 3 
merupakan delik pasif. Penentuan yang demikian dapat memudahkan penegak hukum 
dalam membuktikan perbuatan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan Pasal 4 
merupakan delik baru untuk menjerat pelaku yang menyembunyikan asal usul, 
sumber dan lainnya, tetapi pelaku bukanlah pelaku tindak pidana asal. 
11
 
Untuk menempatkan seseorang menjadi tersangka pelaku tindak pidana 
pencucian uang mesti ditelusuri terlebih dahulu tindak pidana asalnya misalnya 
tindak pidana penggelapan, korupsi dan penyuapan atau tindak pidana lain, hal ini 
tentu akan mempermudah proses penyelidikan maupun penyidikan untuk mengetahui 
kemana alur uang atau hasil tindak pidana tersebut yang kemudian akan diajukan ke 
penuntut umum. Hasil kejahatan disini menjadi inti dari tindak pidana asal dan tindak 
pidana pencucian uang, sebab tanpa adanya hasil kejahatan tidak akan ada tindak 
pidana pencucian uang. Oleh sebab itu, untuk menetapkan seseorang menjadi 
tersangka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar-benar harta kekayaan yang 
dihasilkan berasal dari tindak pidana atau bukan. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana 
asal dan tindak pidana pencucian uang sama-sama memiliki hubungan yang erat. 
                                                 
11
 Halif, pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa dakwaan tindak pidana asal kajian 





Bagaimana mungkin akan terjadi tindak pidana pencucian uang jika tidak didahului 
oleh tindak pidana asal terlebih dahulu, sementara objek tindak pidana pencucian 
uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal. Artinya, tindak 
pidana pencucian tidak akan terjadi jikalau tidak didahului oleh tindak pidana asal.
12
 
Berkenaan dengan hubungan antara tindak pidana asal dan tindak pidana 
pencucian uang, antara keduanya menimbulkan konflik terhadap para penegak 
hukum. Mulai dari penyidikan sampai kepada pembuktian di pengadilan. Pada tahap 
penyidikan, penyidik memilih dua jalan yakni antara melakukan penyidikan dengan 
cara membuktikan secara bersamaan antara tindak pidana asal dan tindak pidana 
pencucian uang, atau dalam penyelidikannya hanya menyidik tindak pidana 
pencucian uangnya saja. Begitu juga dengan tahap penuntutan atau penyusunan surat 
dakwaan, jaksa penuntut umum memilih dua jalan antara mendakwa secara 
bersamaan atau hanya mendakwa tindak pidana pencucian uangnya saja. Hal 
demikian juga dialami oleh hakim dalam membuktikan unsur tindak pidananya. 
Apakah hakim akan terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asal lalu kemudian 
disusul dengan pembuktian tindak pidana pencucian uang, jika dalam dakwaannya 
menggunakan dakwaan kumulatif, atau hanya membuktikan tindak pidana pencucian 
uangnya saja karena tindak pidana asal tidak didakwakan. 
Antara  Pasal 69 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang saling menimbulkan 
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kontradiktif, pasal nya dalam Pasal 69 dalam isinya menyatakan bahwa “Untuk dapat 
dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 
tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan tindak pidana asalnya”.
13
 
Berdasarkan pernyataan dalam pasal tersebut, memberikan penjelasan bahwa dalam 
menyelesaikan perkara tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan proses 
penyidikan, penuntutan sampai ke persidangan tanpa membuktikan terlebih dahulu 
tindak pidana asalnya. Sementara itu dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2010 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
menyatakan “Dalam hal penyidikan menemukan bukti permulaan yang cukup 
terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik 
menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana 
pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK” dalam pasal ini 
memberikan pengertian dan peluang kepada tindak pidana asal dan tindak pidana 
pencucian uang untuk dilakukan penyidikan secara bersamaan, dimana hal ini juga 
berdampak pada penyusunan bentuk surat dakwaan yang di ajukan oleh jaksa 
penuntut umum. Mengacu pada Pasal tersebut, bentuk surat dakwaan yang diajukan 
yakni berbentuk kumulatif, yakni mendakwa secara bersamaan antara tindak pidana 
asal dan tindak pidana pencucian uang. 
Harus dipahami bahwa keberadaan Pasal 69 tidak bisa berdiri sendiri, harus 
disandingkan dengan Pasal 77 dan pasal 78 (pembalikan beban pembuktian). 
                                                 
13
 Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak 





Perumus Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 beranggapan bahwa pada akhirnya 
tindak pidana pencucian uang tetap didasari oleh adanya tindak pidana asal, maka 
pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77: 
“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan 
bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. 
Penulis beranggapan bahwa penanganan tindak pidana pencucian uang tanpa 
pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal yang terjadi dibeberapa kasus 
di Indonesia tidak berjalan efektiv seperti halnya dengan kasus TPPU dengan kasus 
No. 1235/pid.B/PN.MKS Tahun 2015-2018.  
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas 
“Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Terlebih 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam 
penelitian ini selanjutnya dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak 
Mewajibkan Pembuktian Terlebih Dahulu Terhadap Tindak Pidana Asal? 
2. Sejauh manakah efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang 





C. Pengertian Judul 
Berdasarkan paparan dalam latar belakang, adapun pengertian judul  dalam 
penelitian Efektivitas Penanganan Tindak Pencucian Uang Tanpa Pembuktian 
Terhadap Tindak Pidana Asal antara lain: 
1. Tindak pidana pencucian uang (TPPU): merupakan kejahatan berdimensi 
khusus yang berpengaruh pada perekonomian, dimana kegiatan tersebut 
dilakukan dengan cara mengolah uang dari hasil kejahatan seolah-olah dari 
hasil kegiatan yang sah. 
2. Penanganan tindak pidana; penangan perkara pidana dilaksanakan melalui 
empat tahap yakni tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan 
3. Pembuktian; pembuktian merupakan kegiatan membuktikan secara hukum 
apakah benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan melanggar 
hukum 
4. Tindak pidana asal (Predicate Crime): tindak pidana asal merupakan syarat 
mutlak untuk dapat dikatakan sebagai telah terjadinya Tindak Pidana 
Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan perspektif legalitas positivistik. 
D. Kajian Pustaka 
Agar pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi dengan 
beberapa sumber buku yang di dalamnya terdapat pandangan dari sebagian ahli dan 





1. Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Pencucian Uang” 
mengemukakan secara umum tinjauan umum pencucian uang serta upaya 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang diantaranya penanganan tindak 
pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana umum dan dengan 
tindak pidana lainnya. Sementara dalam penelitian ini membahas tentang 
bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani kasus TPPU yang tidak 
dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. 
2. Hj. Rodliyah dan H. Salim dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana 
Khusus unsur dan Sanksinya” menjelaskan sumber-sumber hukum pidana 
khusus dan mengemukakan jenis-jenis tindak pidana khusus serta sanksi dari 
tindak pidana khusus salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Buku 
ini memberikan referensi kepada penulis tentang bagaimana sanksi hukum 
terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Sementara dalam penelitian ini 
membahas tentang unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang berserta 
sanksinya. 
3. Tubagus Irman dalam bukunya yang berjudul “Money Laundering Hukum 
Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Menetapkan Tersangka” 
mengemukakan masalah pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan 
menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana dan mudah untuk dimengerti. 
Dalam buku ini juga mengemukakan konsep dasar pencucian uang, bagaimana 
proses penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang, pertanggung 





keduanya sama-sama memberikan penjelesan mengenai bagaimana konsep 
tindak pidana pencucian uang. Sementara dalam penelitian ini membahas 
tentang bagaimana penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa 
pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asalnya. 
4. Eddy O.S Hiariej dengan bukunya yang berjudul “Teori & Hukum 
Pembuktian” mengemukakan beberapa istilah dan arti penting yang digunakan 
dalam teori pembuktian. Serta membahas tentang karakter dan parameter 
pembuktian, beberapa asas yang berkaitan langsung dengan pembuktian, serta 
mengemukakan pembuktian dalam perkara perdata dan juga perkara pidana. 
buku ini sangat berkaitan dengan penulisan ini sebab dalam isinya memberikan 
referensi kuat bagi penulis untuk mengetahui apa-apa saja yang berkaitan 
langsung dengan teori pembuktian. Sementara dalam penelitian membahas 
tentang sistem pembuktian, alat bukti dan kekuatan pembuktian menurut 
KUHAP. 
5. Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, dalam bukunya yang berjudul “Merajut 
Hukum di Indonesia” membahas mengenai bentuk hukum dan sistem hukum 
yang berlaku di suatu negara. Dalam bukunya disusun secara sederhana 
dengan materi yang dibahas antara lain mencakup: pendahuluan, sistem 
hukum, Hukum dan Masyarakat, Negara Hukum, Tujuan dan Fungsi Hukum, 
Pengertian Hukum, Sumber Hukum, Klasifikasi Hukum, Asas Hukum, 





serta Hukum Internasional. Sementara dalam penelitian ini membahas tentang 
secara umum pengertian tindak pidana dan, sumber dan jenis-jenisnya. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian 
kepustakaan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder.
14
 Penelitian ini termasuk penelitian yang bertitik tolak dari data yang 
diperoleh langsung dari hasil penelitian yang ada melalui hasil-hasil penelitian dari 
buku, repository, website yang dapat diakses secara online dari berbagai perguruan 
tinggi dan pengadilan serta jurnal-jurnal online yang menyangkut tentang tindak 
pidana pencucian uang. 
2. Pendekatan Penelitian 
Demi mendapatkan informasi dan data dari berbagai aspek yang dapat 
menunjang penelitian hukum ini, maka dilakukan beberapa pendekatan yang lazim 
digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan Undang-Undang 
(stauteapproach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical 




Dalam penelitian hukum normatif, hukum diletakkan sebagai sebuah 
bangunan sistem norma. Sistem norma berperan sebagai objek kajian dalam 
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 Soerjono Soekanto Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
(Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2006), h. 13-14. 
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penelitian ini. Sistem norma yang dimaksud adalah seluruh unsur dari norma hukum 
yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Unsur-
unsur tersebut diantaranya adalah norma dasar (basic norm), asa-asas hukum, 
peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan dan lain sebagainya.
16
 
3. Jenis Data dan Sumber data 
Berdasarkan jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni 
penelitian hukum normatif. Oleh sebab itu penulis akan menggunakan data sekunder 
sebagai bahan utama yang diperoleh oleh kepustakaan. Data sekunder terdiri dari 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif atau mempunyai otoritas.
17
 
Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang akan digunakan 
adalah: 
a. Undang-Undang: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana 
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3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana 
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang 
5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
b. Yurisprudensi: 
1) Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 
1235/pid.B/2018/PN.MKS Tahun 2015-2018) 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah hukum yang memberikan penjelasan 
terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas semua 
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 
Publikasi tenatng hukum meliputi buku, teks, jurnal hukum dan komentar-
komentar atas isu atau fenomena hukum yang didapati atau sedang dikaji.
18
 
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri: 
a. Buku dan Jurnal ilmiah terkait asas, kriteria dan teori tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang 
b. Naskah Akademik Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
                                                 
18





c. Risalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
3. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat 
memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder.
19
 Bahan hukum tersier yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain, kams hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) dan lain-lain. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Cara pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan 
dilakukan dengan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelusuran dilakukan 
dengan cara membaca, memilih dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan.
20
 
5. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat bantu yang digunakan peneliti untuk 
mengumpulkan data agar tersusun secara sistematis dan untuk mempermudah dalam 
melakukan penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang 
menggunakan suatu metode antara lain: 
a. Peneliti 
b. Laptop/Android 
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c. Jaringan Internet 
d. Alat Tulis 
6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
a. Teknik Pengelolaan Data 
Metode pengelolaan data dalam penelitian ini, antara lain: 
1) Seleksi data sesuai dengan topik tentang penanganan tindak pidana 
pencucian uang yang tidak mewajibkan pembuktian terhadap 
tindak pidana asal. 
2) Klasifikasi data (memilah-milah data) secara sistematis tentang 
penanganan tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian 
terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal 
3) Reduksi data adalah proses mengubah data ke dalam pola, fokus, 
kategori atau pokok permasalahan sesuai dengan topik tentang 
penanganan tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian 
terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal 
4) Editing data adalah suatu proses pemeriksaan data hasil penelitian 
yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data 
yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok 
permasalahan. Hal ini dilakukan agar mendapatkan data yang 








b. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan kegiatan mengkaji atau menelaah hasil 
pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang diperoleh 
sebelumnya.
21
sifat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif-kualitatif dilakukan dengan memberikan data yang 
aktual tentang permasalahan yang ada serta memberian argumentasi 
dan saran-saran yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah 
tersebut. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pencucian uang yang tidak 
mewajibkan pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang. 
2. Mengetahui bagaimana efektivitas penanganan tindak pidana pencucian uang 
tanpa pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal. 
Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diambil meliputi: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi 
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada 
khususnya, serta dapat menambah bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat 
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digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut yang berkaitan 
dengan masalah tindak pidana pencucian uang. 
2. penelitian ini berfokus pada efektivitas penanganan tindak pidana pencucian 
uang yang diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat, 
lembaga hukum, atau institusi penanggulangan tindak pidana seperti 








TINJAUAN TENTANG TINDAK 
PIDANA PENCUCIAN UANG 
 
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang 
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang 
Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni money laundering. 
Money artinya uang dan laundering artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, 
money laundering berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. 
Secara umum, istilah money laundering tidak memiliki defenisi yang universal  
karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing 
mempunyai defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. 
Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah money laundering disepakati dengan 
istilah pencucian uang. Pencucian adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan 
untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang 
diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan 
yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.
22
 
Masalah pencucian uang (money laundering) baru dinyatakan sebagai tindak 
pidana oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 April 2002. 
Sebagai Undang-Undang yang baru, sudah tentu memuat permasalahan yang baru 
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pula bagi negara kita, Indonesia. Diterbitkannya Undang-Undang ini untuk mengatasi 
akibat Indonesia dimasukkan ke dalam daftar hitam, yaitu dikategorikan sebagai 
negara yang tidak kooperatif, menurut istilah mereka ialah Non- Cooperative 
Countries and Territories (NCCT’s) sejak Juni 2001 oleh kelompok negara maju 
yang tergabung dalam financial action ask force (FATF) on Money Laundering. 
FATF mempunyai fungsi mengembangkan menyebarluaskan kebijakan 
pemberantasan pencucian uang. Pemerosotan harta/asset dari tindak pidana dalam 
menyembunyikan tindak pidana asal usulnya yang ilegall.
23
 
Defenisi pencucian uang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni 
“segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan 
dalam Undang-Undang ini”.
24
 Salah satu unsur tindak pidana yang dimaksud dalam 
undang-undang tersebut yakni terdapat pada Pasal 3 yang menyatakan: 
Pasal 3 
Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah 
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain 
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena 
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Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 




tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
25
 
Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, 
mengkategorikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sebagai 
berikut: 





e. Penyelundupan tenaga kerja; 
f. Penyelundupan migran; 
g. Di bidang perbankan; 
h. Di bidang pasar modal; 
i. Di bidang perasuransian; 
j. Kepabeanan; 
k. Dst... 
Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau 
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak 
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Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pengertian pencucian uang atau money 
laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh 
seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan 
maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah 
ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana 
dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem 
keuangan (financial system). Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan 
dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.
27
 
Berdasarkan defenisi yang disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
tindak pidana pencucian uang memuat dua tindak pidana  yakni tindak pidana asal 
(predicate crime) yang merupakan sumber asal usul harta kekayaan yang diperoleh 
dari hasil kejahatan, dan tindak pidana pencucian uang yang merupakan tindak pidana 
lanjutan yakni dengan cara menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan hasil 
tindak pidana asal dengan maksud harta kekayaan yang diperoleh seolah-olah berasal 
dari harta kekayaaan yang sah. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang 
Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang-Undang Pencegahan 
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “redefenisi pencucian 




Dalam UU PP-TPPU digunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 
angka 9 dinyatakan bahwa “setaip orang adalah orang perseorangan atau 
korporasi”. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 
yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau 
kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan 
badan hukum”. Dalam Undang-Undang ini, pelaku pencucian uang 
dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan 
proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil 
dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan 
dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
b. Transaksi keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau 
menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan 
yang sah.  
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Istilah transaksi jarang atau hampir atau tidak dikenal dalam sisi hukum tetapi 
lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga Undang-Undang 
Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam 
isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana. UU PP-
TPPU mendefenisikan transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan 
hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara 
dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah transaksi untuk 
melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, 
pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, 
dan/atau penukaran atas sejumlahnya uang atau tindakan dan/atau kegiatan 
lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur 
pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan. Defenisi “Transaksi 
keuangan mencurigakan” dalam Pasal 1 angka 5 UU PP-TPPU adalah: 
1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau 
kebiasaan pola transaksi dari penggunaan jasa yang bersangkutan; 
2) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan 
dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang 
bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang ini; 
3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 





4) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh 
Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal 
dari hasil tindak pidana. 
c. Perbuatan melawan hukum 
Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah salah satunya harus 
memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 UU PP-TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut 
terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan 
yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. pengertian hasil tindak 
pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 
yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan 
unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta 
kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada 
atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. 
3. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang 
Secara teknis, tindak pidana pencucian uang merupakan suatu proses yang 
memiliki rangkaian 3 (tiga) tahap, yaitu: 
a. Placement  
yaitu tahap awal dari pencucian uang. Placement adalah tahap yang paling 
lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian 
uang. Placement adalah upaya untuk menempatkan uang tunai yang berasal dari 




menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) 
kembali ke dalam system keuangan, terutama perbankan baik di dalam negeri 
maupun di luar negeri. Penempatan dana dapat juga dilakukan dengan 
perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari 
uang tersebut. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan 
sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk 
ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening 
simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan 
(cheques, many orders) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di 




Layering merupakan langkah kedua yang ditandai dengan pemilahan uang 
melalui kegiatan menyamarkan uang tersebut dengan melakukan transaksi keuangan 
yang komplek melalui pembelian produk finansial seperti, bonds, forex market, 
stocks dengan tujuan menghilangkan jejak dari pelacakan audit.
30
  
c. Integration  
jika kegiatan penyamaran berhasil dilakukan, integrasi dari uang tersebut 
dilakukan dengan menyalurkan kembali ke dalam sistem keuangan/ekonomi 
sedemikian rupa sehingga diperoleh legitimasi bahwa masuknya uang haram tersebut 
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4. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang 
Ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku pencucian uang 
telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sanksi pidana telah ditentukan 
dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10. Sanksi pidana itu meliputi: 
32
 
a. Sanksi pidana bagi pelaku yang Melakukan Perbuatan Pidana sesuai Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa: 
 “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa 
ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 
surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana 
karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. 
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b. Sanksi Pidana Bagi Orang Yang Menyembunyikan Atau Menyamarkan 
Harta Kekayaan Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana 
Sanksi pidana bagi orang yang menyembunyikan atau menyamarkan 
harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana telah ditentukan dalam 
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 4 berbunyi: 
  “Setiap orang yang menyembunyikan  atau menyamarkan asal usul, 
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan 
yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang 
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. 
c. Sanksi Pidana bagi Orang yang Menerima Uang Hasil Tindak Pidana 
Pencucian Uang 
Sanksi pidana bagi orang yang menerima uang hasil tindak pidana 
pencucian uang, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan criminal 
sanctions for those who receive the proceeds of money laundering, 
sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan strafrechtelijke sancties 
voor degneen die de opbrengst van het witwassen van geld te ontvangen 
telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 




 “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, 
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran 
atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah)”. 
d. Sanksi Pidana bagi pelaku yang Berupa Korporasi 
Sanksi pidana bagi pelaku yang berupa korporasi telah ditentukan 
dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 6, menyatakan: 
“ (1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dlakukan oleh korporasi, pidana 
dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi. 
(2) pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana 
pencucian uang: 
a) Dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali 
Korporasi; 
b) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan 
Korporasi; 
c) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau 
pemberi perintah; dan 
d) Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi 
Korporasi”. 
e. Sanksi pidana bagi Korporasi yang Tidak Mampu Membayar Pidana Denda 
Sanksi pidana bagi korporasi yang tidak mampu membayar pidana 




tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Pasal 9 yang menyatakan bahwa: 
 “(1) Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut 
diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau 
personel pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan 
pidana yang dijatuhkan. 
 (2) dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana 
kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personel pengendali 
korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar”. 
f. Sanksi Pidana bagi Korporasi yang Tidak Mampu Membayar Pidana Denda 
Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan percobaantindak pidana 
pencucian uang di dalam atau di luar wilayah negara kesatuan telah 
ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 10, 
yang menyatakan bahwa: 
 “ Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indoneisa ysng turut serta melakukan percobaan, 
pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang 






5. Beberapa Modus Operandi Pencucian Uang 33 
Modus operandi kejahatan pencucian uang umumnya dilakukan melalui cara-
cara, antara lain: 
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a. Melalui kerja sama Modal 
Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa keluar negeri. Uang tersebut 
masuk kembali dalam bentuk kerja sama modal (join venture project). 
Keuntungan investasi tersebut diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. 
Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena 
tampaknya diolah secara legal, bahkan sudah dikenakan pajak. 
b. Melalui Agunan Kredit 
Uang tunai diselundupkan ke luar negeri. Lalu disimpan di bank negara 
tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak. Dari bank tersebut 
ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian, dilakukan 
pinjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang 
hasil kredit ditanamkan kembali ke negara asal uang haram tadi. 
c. Melalui Perjalanan Luar Negeri 
Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang ada di 
negaranya. Lalu, uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke 
negara asalnya oleh orang tertentu. Seolah-olah uang tersebut berasal dari 
luar negeri. 
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d. Melalui Penyamaran Usaha Dalam Negeri 
Dengan uang tersebut maka didirikanlah perusahaan samaran, tidak 
dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, tetapi kesannya 
usaha tersebut telah mengahsilkan uang “bersih”. 
e. Melalui Penyamaran Perjudian 
Dengan uang tersebut didirikanlah usaha perjudian. Tidak menjadi masalah 
apakah menang atau kalah. Akan tetapi, akan dibuat kesan dibuat menang 
sehingga ada alasan asal usul uang tersebut. Seandainya di Indonesia masih 
ada SDSB, nalo, lotre, dan lain-lain yang sejenisnya kepada pemilik uang 
haram dapat ditawarkan rumor yang menang dengan harga yang lebih mahal. 
Dengan demikian, uang tersebut memberikan kesan kepada yang 
bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian tersebut (lotre, 
SDSB, nalo, dan sejenisnya). 
f. Melalui Penyamaran Dokumen 
Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, tetapi keberadaannya 
didukung oleh berbagai dokumen palsu atau dokumen yang diadakan, seperti 
membuat double invoice dalam jual beli dan ekspor impor. Agar ada kesan 
uang itu sebagai hasil kegiatan luar negeri. 
g. Melalui Pinajaman Luar Negeri 
Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut 




memberikan kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit dari luar 
negeri. 
h. Melalui Rekayasa Pinjaman Luar Negeri 
Uang secara fisik tidak kemana-mana, tetapi kemudian dibuat suatu 
dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi, pada 
kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberi pinjaman. Yang ada hanya 



















TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN 
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian 
1. Pengertian Pembuktian 
Pembuktian dalam perspektif hukum pidana merupakan suatu kegiatan untuk 
membuktikan apakah benar-benar telah terjadi tindak pidana sesuai dengan yang 
didakwakan. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam suatu persidangan 
karena tujuan hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil, oleh sebab itu setiap 
orang yang diduga melakukan tindak pidana mempunyai hak untuk membuktikan 
bahwa dirinya secara hukum tidak melakukan tindak pidana. Apabila terdakwa 
terbukti tidak melakukan tindak pidana atau alat bukti yang dicantumkan dalam Pasal 
184 KUHAP  tidak dapat dibuktikan maka terdakwa dinyatakan “bebas” dari segala 
tuntutan. Begitupun sebaliknya, jika kesalahannya dapat dibuktikan berdasarkan alat 
bukti yang kuat, maka terhadap dirinya kemudian dijatuhkan hukuman pidana 
berdasarkan ketentuan pidana yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). Di dalam suatu persidangan, pembuktian merupakan hal yang krusial. 
Biasanya, dalam penanganan kasus pidana, para korban atau para saksi enggan 
memberikan persaksian yang mendetail sehingga hal ini membuat pembuktian dalam 
suatu persidangan sangatlah penting. Sebab, pembuktian dijadikan sebagai landasan 




Menurut William R. Bell, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian 
sebagai berikut. 
a. Bukti harus relevan atau berhubungan, oleh karena itu, dalam konteks 
perkara pidana, ketika penyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa unsur-unsur kejahatan yang 
disangkakan? Fakta-fakta mana yang harus dibuktikan?  
b. Bukti harus dapat dipercaya (reliable). Dengan kata lain, bukti tersebut 
dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung 
oleh bukti-bukti lainnya. 
c. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. 
Artinya, bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi 
mengenai suatu fakta. 
d. Dasar pembuktian, yang dimaksud adalah pembuktian haruslah 
berdasarkan alat-alat bukti yang sah 
e. Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti, harus dilakukan 
dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.
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Berdasarkan hukum di Indonesia, Indonesia menganut sistem pembuktian 
negatif. Yakni berdasarkan Pasal 183 KUHAP,  yang berbunyi: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
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Berdasarkan pasal tersebut, pembuktian digolongkan menjadi dua unsur yakni 
unsur keyakinan hakim dan unsur pembuktian berdasarkan undang-undang. 
Keduanya harus terpenuhi ketika hakim menjatuhkan putusan bebas atau bersalah. 
2. Sistem Pembuktian 
Dalam hukum acara pidana dikenal beberapa macam teori pembuktian yang 
menjadi dasar pegangan pembuktian hakim dalam memeriksa terdakwa di 
pengadilan. Teori pembuktian diantaranya Conviction Intime, Conviction Rasionnee, 
Positief wettelijk bewijstheorie, dan Negatief wettelijk bewijstheorie masing-masing 
memiliki karakteristik yang berbeda. Teori-teori atau sistem pembuktian tersebut 
dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Convention-in Time) 
Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ialah menentukan bersalah 
atau tidaknya seorang terdakwa didasarkan semata-mata atas keyakinan hakim. 
Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim sangat menentukan salah atau 
tidaknya terdakwa. Sebab, dalam sistem ini sekalipun terdakwa berdasarkan alat 
bukti sudah cukup membuktikan bahwa dirinya bersalah, keyakinan hakim tidak 
dapat dikesampingkan. Begitupun sebaliknya jika terdakwa tidak terbukti bersalah 
berdasarkan alat bukti yang sah, keyakinan hakim tidak bisa dikesampingkan. 
Artinya hakim bisa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa semata-mata atas dasar 




sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini bisa dikatakan bahwa 
nasib terdakwa diserahkan sepenuhnya terhadap keyakinan hakim. 
b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis 
(Conviction-Raisonnee) 
Dalam sistem ini keyakinan hakim masih dapat dikatakan sebagai 
pemegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang 
terdakwa. Hanya saja dalam sistem ini, keyakinan hakim dibatasi dengan 
sistem Conviction-Raisonee yakni memberikan keyakinan berdasarkan alasan 
yang logis atau dapat diterima dengan akal sehat. Dalam memberikan 
keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar yang kuat dan benar-benar 
dapat diterima. Bukan hanya atas dasar keyakinan semata tanpa menguraikan 
alasan yang masuk akal. 
c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (Positif wettelijk Bewijs 
Theorie) 
Dalam pembuktian ini keyakinan hakim tidak ikut andil dalam 
menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Putusan yang dikeluarkan 
didasarkan kepada peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang baik yang 
mencakup tentang alat-alat bukti yang sah. Dalam sistem ini hakim tidak lagi 
menanyakan keyakinannya dalam akan salah atau tidaknya terdakwa. 





Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 
menggabungkan dua sistem yakni pembuktian berdasarkan keyakinan hakim 
dan pembuktian berdasarkan undang-undang atau hukum tertulis. Dalam 
sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dapat dibagi 
menjadi dua komponen yaitu Pertama, pembuktian harus dilaksanakan 
berdasarkan cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Kedua, 
keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pun harus didasarkan atas dan 
cara yang sah menurut undang-undang. 
3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Menurut KUHAP 
Alat bukti menurut Bewijs Middle adalah alat-alat yang dipergunakan untuk 
membuktikan dalil-dalil suatu pihak di dalam pengadilan, misalnya: bukti-bukti 
tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain. Alat bukti menurut Subekti 
ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai 
membuktikan dalil-dalil dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
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Dalam Pasal 184 KUHAP menentukan lima alat bukti yang sah. Di luar dari 
alat bukti yang disebutkan tersebut tidak dapat dibenarkan untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa. kelima alat bukti tersebut ialah: 
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a. Keterangan Saksi 
Keterangan saksi menurut Pasal 1 Angka 27 KUHAP “adalah salah satu alat 
bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu 
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan 
menyebut alasan dan pengetahuannya itu”.
38
  
Kekuatan pembuktian keterangan saksi ialah: 
1) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa, kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang 
sah lainnya (Pasal 185 Ayat (2) dan (3) KUHAP). 
2) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang 
suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti 
yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu 
dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan 
adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 Ayat (4) 
KUHAP). 
3) Keterangan saksi dapat dinilai kebenarannya, hakim harus 
memperhatikan (Pasal 185 Ayat (6) KUHAP): 
 
a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 
b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 
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c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk 
memberi keterangan tertentu; 
d) Cara hidup dan berkesusilaan saksi serta segala sesuatu 
yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya 
keterangan itu dipercaya. 
4) Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu 
dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila 
keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah 
dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang 
lain (Pasal 185 Ayat (7) KUHAP.
39
 
b. Keterangan Ahli 
Keterangan ahli menurut Pasal 1 Angka 28 KUHAP adalah “keterangan yang 
diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan 
untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.
40
 
Kekuatan pembuktian keterangan ahli, berpijak pada Pasal 179 Ayat (1) KUHAP 
dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. 
Syarat sahnya keterangan ahli yaitu: 
1) Keterangan diberikan oleh seorang ahli (keahlian ini harus dibuktikan 
dengan gelar kesarjanaan, sertifikat ijazah, dan jabatan-jabatan tertentu); 
2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu; 
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3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya; 
4) Diberikan dibawah sumpah/janji (Pasal 160 ayat (4) KUHAP); 
5) Keterangan ahli dinyatakan di sidang pengadilan disebut sebagai 
keterangan ahli (Pasal 184 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 186 KUHAP); 
6) Keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan 
dukualifikasikan sebagai alat bukti surat (Pasal 184 Ayat (1) Huruf c jo 
Pasal 187 Huruf c KUHAP).
41
 
Alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang 
mengikat dan menentukan. Kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai 
kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai 
kekuatan pembuktian bebas atau vrijn bewijskracht.
42
 
c. Alat Bukti Surat 
Alat bukti dalam Pasal 187 KUHAP ialah surat yang dinilai sebagai alat bukti 
yang sah dimana alat bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau lainnya 
yang dikuatkan dengan sumpah. 
Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai 
nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya 
pada keyakinan hakim. Alasan kekuatan pembuktian mencari kebenaran materi 
keyakinan (sejati) atas keyakinan hakim ataupun dan sudut minimum pembuktian.
43
 
d. Alat Bukti Petunjuk 
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Alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 Ayat (1) KUHAP adalah “perbuatan 
atau kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu 
dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah 
terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”
44
  
Kekuatan pembuktian petunjuk, serupa sifat dan kekuatannya dengan alat 
bukti lain, sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian 
keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat 
kekuatan pembuktian “yang bebas”. 
1) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh 
petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan 
mempergunakannya sebagai upaya pembuktian; 
2) Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan 
kesalahan terdakwa, dia terikat pada prinsip batas minimum pembuktian, 
oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian 
yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti 
lain.
45
 Petunjuk merupakan alat bukti yang dikenal dalam KUHAP 
sebagai 1 (satu) alat bukti yang tidak bersifat langsung dan konkret 
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e. Keterangan Terdakwa 
Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 Ayat (1) KUHAP adalah “apa yang 
terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui 
sendiri atau alami sendiri.”
47
 Kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, terdakwa 
memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan itu tidak boleh dianggap dan 
dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat.
48
 
Mengenai alat bukti yang diajukan dimuka pengadilan, alat bukti yang 
diajukan mesti berkaitan erat terkait dengan apa yang harus dibuktikan. Dalam hal 
ini, alat bukti harus relevan. Lalu apakah bukti yang relevan itu? Menurut hemat 
penulis alat bukti yang relevan itu adalah alat bukti yang bilamana dihadapkan 
dimuka persidangan akan membuat terang proses persidangan, dimana alat bukti yang 
diajukan tersebut dapat mengungkap fakta-fakta yang perlu dibuktikan. 
Dengan demikian, relevansi alat bukti bukan hanya diukur dari ada atau 
tidaknya hubungan dengan fakta yang akan dibuktikan, melainkan dengan hubungan 
tersebut dapat membuat fakta yang bersangkutan menjadi lebih jelas.
49
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4. Beberapa Asas Terkait Dengan Pembuktian 
Jika membicarakan tentang asas hukum dalam pembuktian, hal yang harus 
dipahami bahwa asas hukum berperan sebagai pemandu  dalam melaksanakan hukum 
formil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan atau penyalahgunaan 
kekuasaan oleh para komponen penegak hukum pidana. 
Secara keseluruhan, ada beberapa asas yang penting dalam hukum pidana 
yang berkaitan langsung dengan pembuktian diantara adalah: 
a. Due Process of Law50 
Asas ini memberikan pengertian bahwa dalam setiap individu yang 
ditetapkan menjadi tersangka memiliki hak untuk memiliki kehidupan dan kebebasan 
berdasarkan prosedur yang dijadikan sebagai standar beracara hukum pidana.  
Setiap prosedur dalam due process menguji dua hal yaitu: (a) apakah 
penuntut umum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milik tersangka 
tanpa prosedur; (b) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh 
sudah sesuai dengan due process. 
51
 
b. Presumption Of Innocent 
Presumption Of Innocent diartikan sebagai asas praduga tak bersalah. 
Artinya, seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang 
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Asas ini memberikan pengertian bahwa setiap orang tidak dapat dinyatakan 
melakukan perbuatan pidana apabila dalam undang-undang tidak dicantumkan bahwa 
perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana. Asas legalitas tercantum di  dalam 
Pasal 1  ayat 1 KUHP. kalau kata-katanya yang asli di dalam bahasa Belanda disalin 
ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi: “Tiada suatu 
perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan 
perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.
53
 
d. Adversary system 
Asas adversary system merupakan sistem dalam beracara, para pihak yang 
bersangkutan sama-sama mengajukan bukti yang berlawanan guna saling 
mempertaruhkan keuntungan dalam suatu persidangan. 
e. Clear and Convincing Evidenc 
Asas ini sangat berkaitan dengan kecukupan alat bukti atau kekuatan 
pembuktian. Dimana alat bukti yang diajukan lebih banyaklah yang akan menang 
dalam suatu putusan.  
f. Beyond a Reasonable Doubt 
Beyond a Reasonable Doubt, pembuktian dalam pengadilan pidana, hakim 
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g. Actori Incumbit Probatio 
Asas Actori Incumbit Probatio secara harfiah berarti siapa yang menggugat 
dialah yang wajib membuktikan. Asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan 
secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 Herzine Indische Reglement, Pasal 283 
Regelement op de Burgelijke dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban untuk membuktikan adalah 
pihak yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan 




h. Actory Incumbit Onus Probandi 
Jika di dalam hukum acara perdata terdapat asas actory incumbit probatio 
maka dalam hukum acara pidana dikenal dengan asas actori incumbit onus probandi. 
Keduanya sama-sama memberikan kewajiban bagi yang menggugat ataupun 
menuntut untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 
i. Secundum Allegat Iudicare 
Asas ini digunakan dalam hukum perdata bahwa hakim dalam  pembuktian 
perkara perdata mesti bersifat pasif terhadap pembuktian yang diajukan terhadap para 
pihak. 
j. Negativa Non Sunt Probanda 
Asas ini memberikan pengertian bahwa untuk membutikan suatu hal yang 
negatif sangatlah sulit. Misalnya dalam dakwaan, si X dituduh melakukan kejahatan, 
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maka yang harus membuktikannya adalah jaksa penuntut umum. Sebaliknya si X 
juga membuktikan bahwa dirinya tidak terbukti melakukan kejahatan tersebut. Hal ini 
menunjukkan bahwa dalam pembuktian tersebut sangatlah sulit karena si X tersebut 
perlu membuktikan sesuatu tentang apa yang dituduhkanya atau sesuatu yang negatif. 
k. Unus Testis Nullus Testis 
Satu saksi bukanlah saksi. Istilah tersebutlah yang tepat untuk 
menggambarkan asas ini. Dalam hukum acara pidana ataupun perdata untuk 
membuktikan suatu perkara perlu mendatangkan dua atau lebih oarng saksi. 
l. Persona Standi Injudicio 
Asas ini tidak langsung berhubungan atau berkaitan dengan pembuktian, 
akan tetapi asas ini menjelaskan bahwa seseorang mengajukan perkara di pengadilan 
mesti cakap hukum. Artinya setiap orang yang mengajukan permohonan perkara ke 
pengadilan harus membuktikan bahwa dirinya berwenang atau berkepentingan untuk 
mengajukan perkara tersebut. 
m. Audi Et Alteram Partem 
Asas ini menjelaskan bahwa dalam mengadili hakim harus mendengarkan 
pembuktian kedua pihak baik penggugat maupun tergugat demi terwujudnya 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian 
Terlebih Dahulu Terhadap Tindak Pidana Asal 
1. Proses Perumusan ketentuan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa 
Kewajiban Pembuktian Terlebih Dahulu terhadap Tindak Pidana Asal 
Hukum selalu ada pada setiap masyarakat di mana pun di muka bumi. Pada 
masyarakat primitif maupun modern pasti mempunyai hukum, oleh sebab itu, 
keduanya mempunyai hubungan yang berdifat timbal balik.
55
 
Dalam hubungan manusia dengan manusia lain, seseorang tidak boleh 
bertindak semau-maunya, dalam kehidupan masyarakat haruslah berpedoman pada 
norma. Hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan 
kelompok maupun antar kelompok diatur oleh serangkaian kaidah atau norma yakni 





 lebih lanjut menjelaskan bahwa hukum mempunyai 3 (tiga) 
peranan utama dalam setiap masyarakat, yakni sebagai pengendalian sosial, sebagai 
sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial serta sebagai sarana untuk 
menciptakan keadaan tertentu. 
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 dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan 
harus memperhatikan beberapa hal, yakni: 
a. Undang-undang yang akan dibentuk hendaknya memiliki jangkauan 
untuk diberlakukan kedepan serta mempunyai prediktibiliti. 
b. Undang-undang yang akan dibentuk dapat diimplementasikan oleh para 
pelaksananya. 
c. Undang-undang yang dibentuk hendaknya memiliki kejelasan norma dan 
harmonis dengan undang-undang lainnya agar tidak menimbulkan 
imbiguitas karena akan menyebabkan kerancuan di lapangan sehingga 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia adalah kebijakan hukum pidana 
melalui perumusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan pada tanggal 22 
Oktober 2010. 
Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah dibahas dalam berbagai 
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Dalam rapat kerja antara PPATK dengan Komisi III DPR RI, DPR RI 
menyinggung rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang yang mencabut undang-undang yang berlaku sebelumnya (undang-
undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang). 
Di dalam Naskah Akademik RUU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dicantumkan 
beberapa alasan mengapa perlu dilakukannya pergantian terhadap undang-undang 
lama yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 
Beberapa alasan perlunya diadakan pergantian terhadap undang-undang 
pencucian uang yang lama adalah sebagai berikut:
60
  
a. Hukum dan peraturan perundang-undangan. 
Penguatan pilar pertama ini, dimaksudkan agar tersedianya kerangka 
hukum dan peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu yang dapat 
menciptakan ketegasan dan kejelasan tentang rezim anti pencucian uang 
sehingga mempermudah proses penegakan hukumnya. 
b. Sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia. 
Pilar kedua ini, bertujuan untuk menyediakan sarana informasi dan 
komunikasi global yang terintegrasi dan terjamin keamanannya, serta 
menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, terampil dan memiliki 
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moral yang tinggi yang dapat mengefektifkan dan mengefisienkan rezim 
anti pencucian uang. 
c. Analisis dan kepatuhan. 
Pilar ketiga ini, membangun suatu kondisi yang dapat mendorong pihak 
pelapor (reporting parties), untuk dapat memahami peranan dan 
kewajiban dalam rezim anti pencucian uang, khususnya dalam kewajiban 
penyampaian laporan antara lain Laporan Transaksi Mencurigakan 
(LTKM) sebagai bahan analisis bagi PPATK yang selanjutnya 
disampaikan kepada instansi penyidik. Dari hasil analisis atas laporan-
laporan suspicious transaction tersebut diharapkan mampu menghasilkan 
suatu kesimpulan yang memiliki kualitas yang baik sehingga dapat 
membantu penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia. 
d. Kerjasama domestik dan internasional. 
Pilar keempat, ditujukan untuk mempererat kerja sama antar instansi 
domestik dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat 
kerjasama internasional agar kerja sama dan koordinasi lintas sektoral 
yang efektif dan efisien dapat terwujud. Di samping itu kerja sama yang 
baik antar sesama Financial Intelegence Unit (FIU) dapat mempercepat 
terjadinya tukar menukar informasi tanpa perlu mengorbankan aspek 
kerahasiaan dan kedaulatan negara.  
 
Selain alasan tersebut di atas, diyakini selama pemberlakuan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, masih terdapat kelamahan yang 
mengakibatkan terhambatnya efektifitas penegakan hukumnya. 
Kelemahan-kelemahan tersebut , antara lain sebagai berikut:
61
 
a. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multi interpretatife dan 
banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan sehingga 
menyulitkan dalam hal pembuktian. 
b. Kurang sistematis dan kurang jelasnya klasifikasi perbuatan yang 
dapat dijatuhi sanksi dan jenis sanksinya. 
c. Masih terbatasnya pihak pelapor (reporting parties) yang harus 
menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) termasuk jenis laporannya. 
d. Kurang lengkap dan tegasnya landasan hukum mengenai perlunya 
penerapan prinsip mengenal pengguna jasa oleh pihak pelapor. 
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e. Terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan 
penelusuran serta penyitaan aset hasil kejahatan. 
f. Terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak 
pidana pencucian uang. 
g. Keterbatasan kewenangan PPATK. 
 
Ketentuan yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak 
pidana asal telah ada dalam undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang 
sebelumnya, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 
Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 pada bagian penjelasan Pasal 3 
ayat (1) huruf a: 
Yang dimaksud dengan “merupakan hasil tindak pidana” yaitu sudah terdapat 




Rumusan pasal di atas, kemudian dimasukkan kembali pada Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang, disebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak 
wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.
63
 
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: 
Pasal 69 
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Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikn 




Dalam proses perumusan di atas, terjadi perdebatan diantara beberapa pihak, 
baik yang berasal dari anggota fraksi-fraksi di kalangan lembaga Dewan Perwakilan 
Rakyat, perwakilan pemerintah, akademisi maupun dari berbagai aparatur penegak 
hukum. 
Pembahasan tersebut di mulai pada sidang ke-13, tanggal 19 Mei 2010 yang 
dihadiri oleh beberapa pihak, baik dari pemerintah maupun dari DPR. Reksodiputro
65
 
menjelaskan lebih lanjut bahwa penadahan pada pasal 480 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) dapat dilakukan penuntutan di Pengadilan tanpa harus 
membuktikan bahwa barang yang ditadah adalah barang curian, yang terpenting 
adalah diketahui, patut diduga bahwa harta itu berasal dari kejahatan. 
Pada rapat agenda tersebut, Sjahdeini,S.R
66
 menyatakan pendapat bahwa 
meskipun tidak diketahui tindak pidana asalnya, tetapi di dalam pembuktian terbalik, 
apabila seseorang tidak bisa membuktikan asal-usul uangnya, maka tetap dipidana 
pencucian uang, meskipun tidak diketahui tindak pidana asalnya. 
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 yang mewakili pemerintah juga menambahkan bahwa 
ketentuan sistem pembuktian terbalik berada pada wewenang hakim dan bukan 
berada pada wewenang polisi maupun jaksa, sehingga polisi tidak boleh sewenang-
wenang tiba-tiba menghentikan, memegang dasi seseorang dan kemudian 
menanyakan asal-usul dasi tersebut. 
Pada kesempatan yang sama, Dolfie
68
 dari Fraksi-PDIP sebagai pihak DPR, 
mempertanyakan implikasi dari ketentuan frase yang menyatakan tidak wajibnya 
pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal dalam penanganan tindak 
pidana pencucian uang. 
Sjahdeini,S.R
69
 kemudian menjawab pertanyaan dari Dolfie dengan 
mengatakan bahwa hal ini akan terjawab dalam pembuktian terbalik, karena hakim 
akan memerintahkan terdakwa untuk membuktikan dari mana asal muasal uang yang 
dicurigai, dengan konsekuensi apabila terdakwa tidak mampu membuktikan asal 
muasal uangnya, maka harus tetap dipidana, meskipun tidak diketahui tindak pidana 
asalnya. 
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Pakar hukum lain sependapat dengan rumusan fase “bahwa untuk penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksanaan di sidang pengadilan tidak wajib dibuktikan terlebih 
dahulu tindak pidana asalnya” adalah Bismar Nasution.
70
   
Pada sidang ke-13, Pukul 14.00-17.10, tanggal 19 Mei 2010, Nasution
71
 
mengawali komentarnya dengan menyampaikan ide tentang civil prefecture di dalam 
RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: 
“...secara khusus saya sampaikan kepada panitia melalui email, memang saya 
sampaikan bahwa judulnya makalah saya ini judulnya tentang pengimplenetasian 





 RUU tentang Pencegahan dan Pemberantsan Tindak 
Pidana Pencucian Uang merupakan implementasi dari civil prefecture atau gugatan 
terhadap harta kekayaan atau gugatan in rem, yang belum dikenal dalam undang-
undang korupsi. Dalam undang-undang korupsi hanyalah criminal prefecture, bukan 




“...seringkali kita membaca di media dengan miskinkan koruptor atau rampas 
harta koruptor, itu sering kita baca di koran, tetapi ada juga pejabat mengatakan kita 
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terus memiskinkan mereka yang melakukan kejahatan, itu hanya mungkin wacana 
karena tidak ada undang-undang di Indonesia ini dasar hukum untuk merampas harta 
atau hasil kejahatan atau harta koruptor, ada memang tetapi namanya criminal 
prefecture,bukan civil prefecture...” 
 
Criminal prefecture adalah merampas harta orang melakukan kejahatan atau 
merampas harta orang melakukan korupsi, dengan sistem pembuktian pidana yang 
dilakukan apabila telah terbukti seseorang melakukan tindak pidana, sedangkan civil 
prefecture, tidak perlu terbukti melakukan tindak pidana. Tetapi hanya berdasar 
dugaan uangnya dari kejahatan, maka negara dapat melakukan gugatan in rem ke 
pengadilan dan tidak perlu terbukti dulu seseorang melakukan tindak pidana.
74
 
Pada rapat yang sama, Ganarsih
75
 memiliki pandangan yang berbeda 
mengenai frase “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan 
terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Ganarsih
76
 mengatakn bahwa frase tersebut 
telah melanggar process of law dan juga free of  di penyidikan disebabkan tidak 
perlunya dibuktikan di tahap penyidikan tetapi telah ada tindak pidana asal di tahap 
penuntutan. 
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 kalau ditahap penuntutan saja tidak jelas predicate of 




“...Jadi penyidikan saja ketika ada dugaan pencucian uang ketika ada transaksi 
yang mencurigakan, ini sangat penting pak ya, jadi saya sangat tidak setuju 
dan ini melanggar. Jadi bagaimana ketika ada dugaan pencucian uang maka 




 selanjutnya memberikan tanggapan terhadap pernyataan Yenti 
Ganarsih, dengan mengatakan bahwa: 
Orang hukum itu ada mashabnya pak, mashab itu ada banyak sekali. Mashab 
hukum alam, hukum positif, mashab sosialis dan sampai sekarang tidak ada definisi 
hukum karena masap itu. Jadi sampai hari ini tidak ada prinsip hukum, itu memang 




 jika the crime (tindak pidana asal) harus dibuktikan dulu, 
tidak akan mungkin money laundry bisa di-enforce sampai kiamat. Sebagai contoh 
pada kasus penadahan yang dapat diputus tanpa membuktikan pencuriannya terlebih 
dahulu. Selain itu, kendala teknis yang harus dihadapi jika harus membuktikan tindak 
pidana asalnya adalah banyaknya laporan antara polisi dan jaksa yang berakhir 
dengan P18, sehingga akhirnya transaksi yang mencurigakan tidak bisa dilaksanakan. 
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Pembahasan selanjutnya terkait tidak wajibnya pembuktian terlebih dahulu 
terhadap tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, terjadi 
pada hari kamis, 20 Mei 2010. Nurdin
81
 dari F-PDIP mempersoalkan apakah tindak 
pidana pencucian uang, merupakankomulatif atau berdiri sendiri. Sedangkan 
witjaksono
82
 dari Fraksi F-PDIP mempertanyakan perlunya pembuktian terhadap 
tindak pidana asal serta apakah harus mencantumkan tindak pidana asal dalam 




 dari F-PDIP juga mempertanyakan ketentuan frase “untuk dapat 
dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 
tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana 
asalnya” yang kemudian dikaitkan dengan konsep pembuktian terbalik di 
persidangan. Kurnia menyatakan bahwa undang-undang tindak pidana pencucian 
uang harus memberikan efek jera kepada orang yang merencanakan akan melakukan 
tindak pidana pencucian uang. Kurnia
84
 menambahkan: 
Kalau saya lebih kepada efek jera agar pelaku atau orang yang merencanakan 
akan melakukan pencucian uang itu mikir 1000 kali untuk melakukan lagi. 
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Jadi, itu intinya bahwa ini juga harus undang-undang ini harus menjerat 




 sebagai perwakilan dari pemerintah mengatakan 
bahwa dengan adanya frase “patut diduga” dalam pasal tersebut, mengandung arti 
tidak perlunya ada pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal. 
Sedangkan ukuran patut berada pada command sains, ukuran umum, atau 
pengetahuan umum patut diduga, bukan berada pada ukuran terdakwa atau tersangka. 
Sarkowo
86
 juga mengatakan bahwa jika harus dibuktikan lebih dahulu tindak 
pidana asalnya, maka tidak akan ada tindak pidana pencucian uang yang bisa 
diajukan ke persidangan, disebabkan unsur tindak pidana pencucian uang berbeda 
dengan unsur tindak pidana awal. Oleh sebab itu, harus tetap dihukum selama unsur 
tindak pidana pencucian uang terpenuhi.
87
 
Penjelasan lain dari pihak Mahkamah Agung sebagai perwakilan pemerintah 
mengenai perlu tidaknya pembuktian tindak pidana asal datang dari Komariah. 
Komariah
88
 mengatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak 
pidana yang berdiri sendiri, sehingga tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak 
pidana asalnya. 
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“...bahwa prinsip money laundry adalah tindak pidana yang berdiri sendiri. 
Jadi, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai predikat crimenya. 
Mengapa? Ini berhubungan juga dengan proses peradilannya. Karena kalau 
dibuktikan dahulu predikat crimenya itu lama sekali. Dan saya kira sudah 
berjalan banyak sekali dengan undang-undang yang lama pun itu sudah 
efektif...” 
 
Selain itu, alasan lainnya menurut Komariah
90
 bahwa dalam praktek 
penanganan tindak pidana pencucian uang telah terdapat beberapa putusan yang tidak 
perlu terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya. 
Pembahasan perumusan undang-undang ini dilanjutkan pada tanggal 2 Juni 
2010. Hasibuan
91
 dari Peradi sebagai perwakilan pemerintah memberikan masukan 
mengenai frase “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dilakukan 
terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” 
Hasibuan
92
 setuju tanpa membuktikan tindak pidana asal di tahap 
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Kami setuju bahwa untuk penyelidikan itu kewenangan ini boleh, tapi kalau 
usdah sampai penuntut tanpa ada alat bukti tindak pidana awal ini sangat 
berbahaya. Jadi polisi boleh saja belum memperoleh tindak pidana awalnya, 
belum menyelidiki. Boleh dia menyidik. Tapi selama dia tidak bisa buktikan 
bahwa ada tindak pidana sebagai under line transaction nya kalau dia tidak 
menyatakan itu sebagai tindak pidana, dia tidak boleh dituntut ini di 
pengadilan. Harus diperiksa oleh polisi dahulu, dicari dahulu tindak pidana 
asalnya. Jadi kalau disini kalau mencatat, penyidikan boleh, pemeriksaan 
boleh tapi penuntutan ke pengadilan juga tidak boleh. Ini juga kaitannya nanti, 
kalau ini dibiarkan nanti penyidik itu nanti untuk penyidik ke polri take itu for 
granted it. Pokoknya kamu punya uang di rekening ku sidik kamu, ku periksa 
kamu, ku bawa ke pengadilan. Kamu buktikan saja di pengadilan uang itu 
darimana toh. Sah atau tidak, nah itu kan berarti take it for grandted itu, tidak 




 dari HKHPM juga mempertanyakan yang menajdi prioritas dalam 
pembuktian, apakah tindak pidana pencucian uang terlebih dahulu atau tindak pidana 
asalnya. Danis mengkhawatirkan dengan kekuasaan PPATK, adanya transaksi yang 
melonjak kemudian dilaporkan kepada penyidik, akan dianggap debagai pencucian 
uang sehingga akan menjadi bumerang dan akan timbul banyak kontroversi. 
Setelah melalui beberapa tahapan pembicaraan, pemerintah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian memutuskan untuk memasukkan frase “tidak 
wajibnya pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal” dalam proses 
penanganan tindak pidana pencucian uang, yang selanjutnya dituangkan dalam pasal 
69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan 




Secara umum, dapat disimpulkan bahwa perumusan Pasal 69 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang dengan ketentuan yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih 
dahulu terhadap tindak pidana asal dalam hal melakukan penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan perwujudan dari ide civil prefecture 
dan prinsip follow the money. 
2. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan Terhadap 
Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Dibuktikan  Terlebih Dahulu 
Tindak Pidana Asalnya 
a. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tepatnya pada Pasal 2 menyatakan 
bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana 
korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, 
penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang 
perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, 
terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, 
prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di 
                                                 
95
 Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 




bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana 
penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
96
 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam naskah akademik Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 2010, bahwa tindak pidana pencucian uang bersifat independent 
crime atau kejahatan yang berdiri sendiri.
97
0leh sebab itu,dalam penanganan perkara 
TPPU, tindak pidana asal tidak jawab dibuktikan terlebih dahulu, yakni tidak perlu 
menunggu sampai ada putusan pengadilan terhadap tindak pidana asal yang inkracht 
(berkekuatan hukum tetap). Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 69 UU. Nomor 8 tahun 
2010: 
Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan 
terlebih dahulu tindak pidana asalnya.
98
 
Setelah melalui beberapa tahapan pembicaraan, pemerintah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian memutuskan untuk memasukkan frase “tidak 
wajibnya pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal” dalam proses 
penanganan tindak pidana pencucian uang, yang selanjutnya dituangkan dalam pasal 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164). 
98
 Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, 




69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Pasal 69 
Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan 




Mengenai langkah awal dalam penanganan  tindak pidana pencucian uang, 
dapat terjadi melalui 2 (dua) cara: 
1) Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang, diawali dari pemeriksaan 
yang dilakukan oleh PPATK terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan 
terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak 
pidana lain, maka PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada 
penyidik untuk dilakukan penyidikan, dan penyidikan tindak pidana asal 
melakukan koordinasi dengan PPATK.
100
 
2) Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang dimulai dari penyidik tindak 
pidana asal yang menyelidiki suatu perkara tindak pidana asal dan 
menemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini 
penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan 
tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.
101
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Dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang berawal dari 
pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK terhadap transaksi keuangan yang 
mencurigakan, apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang dan 
tindak pidana lain, maka PPATK akan menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut 
kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
102
 Kemudian PPATK dapat meminta 
PJK untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi.
103
 
Penghentian transaksi tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) 
hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi.
104
 PPATK 
dapat memperpanjang penghentian sementara transaksi dalam jangka waktu paling 
lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan 
yang akan disampaikan kepada penyidik.
105
 
Apabila tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan 
dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, 
PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga 
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Pada penanganan tindak pidana pencucian uang, penyidikan dilakukan oleh 
penyidik tindak pidana asal, yakni pejabat dari instansi yang oleh undang-undang 
diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu: Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Kejakasaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan 
Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai, serta Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
107
 
Keenam penyidik tersebut dianggap telah mewakili penyidik yang berwenang 
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal. Sedangkan kewenangan penyidik 
pegawai negeri sipil (PPNS) sebagai penyidik tindak pidana asal secara faktual 
berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI, maka kewenangan 
mereka dengan sendirinya sudah terserap dalam kewenangan penyidik POLRI yang, 
jika PPNS ingin menggunakan upaya paksa, misalnya penahanan yang tidak diatur 
dalam undang-undang organik mereka, maka kewenangan melakukan penanganan 
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Meskipun tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang 
berdiri sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu predikat crime-nya 
demi mempermudah proses pembuktian.
109
 Tetapi apabila dalam melakukan 
penyidikan, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak 
pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, maka penyidik dapat menggabungkan 
penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang.
110
 
Kemudian apabila yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam 
waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada 




Dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, ketentuan mengenai bukti 
permulaan yang cukup terhadap tindak pidana asal tetap mengacu pada aturan 
masing-masing tindak pidana asal.
112
 Sedangkan bukti permulaan yang cukup 
terhadap tindak pidana pencucian uang terdiri dari alat bukti yang tertera dalam 
KUHAP, dan/atau alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikrimkan, 
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Dokumen yang dimaksud adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat 
dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan 
suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas 
maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) 
tulisan, suara, atau gambar; (b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan (c) huruf, 
tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh 
orang yang mampu membaca atau memahaminya.
114
 
b. Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang 
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara 
pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh 
hakim di sidang pengadilan.
115
 Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakim, termasuk di dalamnya penuntut umum pada KPK.
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Secara administratif, penuntutan telah dimulai sejak penyerahan tanggung 
jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada penuntut umum 
sebelum pelimpahan ke Pengadilan.
117
 
Mengenai penyelesaian tindak pidana pencucian uang yang tidak diwajibkan  
dibuktian terlebih dahulu pidana asalnya dapat dilakukan dengan menggabungkan 
perkara antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. 
Dasar untuk melakukan penggabungan ditahap penuntutan adalah Pasal 141 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan tentang 
wewenang Penuntut Umum untuk menggabungkan dua berkas perkara.
118
 
Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
119
 
Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya 
dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir 
bersamaan, ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal: 
1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan 
kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap 
penggabungannya. 
2) Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain. 
3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang 
lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, 
yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan 
pemeriksaan. 
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Pengertian frase “tindak pidana yang bersangkut paut dengan yang lain” 
sebagaimana yang terdapat pada Pasal 141 huruf (b) KUHAP, yakni: (1) Oleh lebih 
dari seorang yang bekerjasama yang dilakukan pada saat yang bersamaan. (2) Oleh 
lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda akan tetapi merupakan 
pelaksanaan dari mufakat jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya. (3) Oleh 
seseorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk 
melakukan tindak pidana lain menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak 
pidana.
120
 sedangkan Pasal 141 huruf (c) KUHAP, menandakan bahwa penggabungan 
perkara tidak diperlukan syarat atas tindak pidana yang bersangkut paut, dan frase 
“ada hubungan” dimaknai bahwa pelaku adalah sama.
121
 
Berdasarkan..Penjelasan Pasal 141 huruf (b) KUHAP tersebut, maka dalam 
penanganan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penuntut umum 
dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, 
apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan, penuntut umum menerima 
berkas perkara tindak pidana pencucian.uang dan tindak pidana asal, yang dilakukan 
oleh lebih dari satu orang (deelneming) dan dilakukan pada saat yang bersamaan, 
maupun dalam keadaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal 
dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan 
dari mufakat jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya. 
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Maka dari itu, pada saat berkas perkara tindak pidana pencucian uang 
memasuki tahap penuntutan, dalam waktu yang hampir bersamaan, berkas tindak 
pidana asal telah dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Maka 
berdasarkan Pasal 141 huruf (a) KUHAP, penuntut umum dapat melakukan 
penggabungan antara berkas tindak pidana pencucian uang dan berkas tindak pidana 
asal, sehingga berlaku sistem perbarengan perbuatan (concursus realis), yang 
dakwaannya akan berbentuk komulatif. 
c. Pemeriksaan  Sidang Tindak Pidana Pencucian Uang 
Dalam proses persidangan tindak pidana pencucian uang terdapat sistem 
pembuktian terbalik seimbang, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 77 dan Pasal 
78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut: 
Pasal 77 
Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib 





a. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa 
Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait 
dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 
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b. Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan 
perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana 




Prinsip pembuktian terbalik, sebagaimana dijelaskan pada pasal di atas, tidak 
bertentangan dengan asas hukum non self incrimination yang tercantum dalam 
ICCPR. Dalam Artikel 14 ayat (3) huruf g pada International Covenent on Civil and 
Political Rights (ICCPR) menyatakan: “Not to be compelled to testify againts himself 




Dalam sistem pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang, kesalahan 
terdakwa tetap dibuktikan melalui teori pembuktian negatif (minimal dua alat bukti 
ditambah keyakinan hakim).
125
 Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul 
harta kekayaannya maka hal tersebut akan lebih memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum. Sebaliknya, jika terdakwa dapat dibuktikan aset tersebut dari sumber yang 
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 lebih lanjut menjelaskan: 
Bahwa ini tidak bertentangan dengan praduga tidak bersalah karena 
ketidakmampuan terdakwa menjelaskan satu saja, yaitu hartanya bukan 
berasal dari pidana, tidak cukup untuk menghukum dia karena jaksa penuntut 
umum tetap membuktikan subjeknya, mens rea-nya, actus reus-nya, 
kesalahannya, baru dia dapat dihukum. 
 
Mengenai kedudukan tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang telah 
memasuki tahap pemeriksaan persidangan, dalam hal pelaku tindak pidana pencucian 
uang dan pelaku tindak pidana asal adalah orang yang sama, penulis mencoba 
menguraikan melalui analisa kasus (simulasi). 
1) Kasus Posisi 
Hasan merupakan seorang anggota PNS di suatu instansi pemerintah di 
Kabupaten A, dengan gaji Rp. 3 juta per bulan. Hasan melakukan tindak pidana 
korupsi pada instansi tersebut pada tanggal 3 Maret 2012, yang merugikan keuangan 
negara Rp. 4 miliar. Pada tanggal 4 Maret 2012, Hasan menepatkan uang hasil 
korupsi tersebut pada suatu bank di kabupaten A. 
Pihak bank kemudian mencurigai transaksi Hasan, kemudian melaporkan 
transaksi Hasan tersebut ke PPATK, kemudian PPATK meneruskan hasil LTKM 
tersebut kepada penyidik. Penyidik akhirnya menemukan bukti dan menetapkan 
Hasan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. 
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Pada saat berkas perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh 
Hasan sampai pada tahap pemeriksaan sidang, penyidik menemukan bukti bahwa 
uang yang dicuci oleh Hasan, berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan pada 
tanggal 3 Maret 2012. Oleh sebab itu, Hasan kembali ditetapkan sebagai tersangka 
tindak pidana korupsi. 
2) Pada waktu yang sama, Hasan berstatus sebagai terdakwa tindak pidana 
pencucian uang, sekaligus tersangka tindak pidana asal (korupsi) 
Pada saat tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Hasan telah 
memasuki tahap pemeriksaan persidangan, hal ini berarti Hasan telah menyandang 
status sebagai terdakwa tindak pidana pencucian uang. 
Pada saat Hasan telah berstatus terdakwa tindak pidana pencucian uang, 
penyidik tindak pidana asal (korupsi), yakni KPK menemukan bukti yang cukup 
bahwa uang yang dicuci oleh Hasan adalah hasil tindak pidana korupsi yang 
dilakukan pada tanggal 3 Maret 2012, maka KPK dapat menetapkan Hasan sebagai 
tersangka tindak pidana asal (korupsi). 
Hal ini dikarenakan pertanggungjawaban Hasan terhadap tindak pidana 
pencucian uang, tidak menghapuskan pertanggungjawaban Hasan terhadap tindak 
pidana asal (korupsi). Dengan kata lain, pada saat yang bersamaan, Hasan telah 
menyandang status terdakwa tindak pidana pencucian uang dan status tersangka 






3) Sistem Concursus Realis 
Ketentuan tentang concursus realis, salah satunya diatur dalam Pasal 65 KUHP;
128
 
a) Dalam hal gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang masing-masing 
menjadi kejahatan, yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, 
satu hukuman saja yang dijatuhkan. 
b) Maksimum pidana ialah jumlah hukuman yang tertinggi, ditentukan untuk 
perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang 
paling berat ditambah dengan sepertiganya. 
Ketentuan perbarengan perbuatan (concursus realis), yakni: (1) Beberapa atau 
lebih dari satu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh satu orang, (2) Setiap 
perbuatan mengenai beberapa (lebih dari satu) kejahatan yang diatur dalm pasal-pasal 
pidana. (3) Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang berdiri sendiri. (4) Orang yang 
bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari 
perilaku-perilaku yang telah ia lakukan. (5) Perbarengan perbuatan dapat bersifat 
concursus realis yang ancaman hukuman pokoknya sejenis atau concursus realis 
yang ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis.
129
 
Berdasarkan kasus posisi di atas, dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang 
dilakukan oleh Hasan telah memenuhi syarat concursus realis, dengan dalih sebagai 
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berikut bahwa: (1) Hasan terbukti melakukan lebih dari satu tindak pidana yakni 
tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. (2) Setiap perbuatan yang 
dilakukan oleh Hasan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 2 
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. (3) Perbuatan yang dilakukan oleh Hasan adalah perbuatan 
yang berdiri sendiri sebab unsur delik tindak pidana pencucian uang yang berbeda 
dengan unsur delik tindak pidana korupsi. (4) Hasan belum pernah dijatuhi hukuman 
terhadap perbuatan tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana asal. (5) 
Ancaman hukuman pokok adalah sejenis yakni hukuman penjara. Meskipun dalam 
hal ini Hasan terbukti melakukan kedua tindak pidana tersebut, yakni tindak pidana 
pencucian uang dan tindak pidana korupsi dan termasuk dalam concursus realis, 
namun kedua tindak pidana tersebut tidak dapat dilakukan penggabungan perkara. 
Apabila terjadi penggabungan perkara dalam satu berkas dakwaan yang 
berbentuk komulatif antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi, 
maka pemeriksaan Hasan sebagai terdakwa tindak pidana pencucian uang di 
persidangan harus dihentikan, dan berkas perkara terhadap tindak pidana pencucian 
uang yang dilakukan oleh Hasan harus dikembalikan kepada penuntut umum, untuk 
dilakukan penyusunan ulang surat dakwaan yang memuat dua tindak pidana yakni 





Berdasarkan prakteknya, berkas perkara seorang terdakwa yang telah 
diperiksa dipersidangan tidak dapat dikembalikan kepada penuntut umum, sebab hal 
tersebut bertentangan dengan asas peradilan, cepat, sederhana dan biaya ringan. Maka 
dari itu, jika  pemeriksaan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan 
oleh Hasan telah memasuki tahap pemeriksaan sidang, maka proses pemeriksaan di 
persidangan akan tetap berlanjut  sampai  dikeluarkannya putusan yang incracht atau 
berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana pencucian uang. 
Disisi lain, proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang tindak 
pidana asal (korupsi) yang dilakukan oleh Hasan akan terus berlanjut hingga ke 
persidangan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindak 
pidana asal (korupsi). 
3. Kedudukan Tindak Pidana Asal Setelah Putusan Tindak Pidana Pencucian 
Uang 
1. Asas Daluarsa 
Menurut Sarwoko
130
yang membatasi dituntut atau tidaknya suatu perkara 
sebagai tindak pidana asal adalah asas kadaluarsa yang dihitung berdasarkan ancaman 
pidana dari kejahatan asal. Hal ini mengandung konsekuensi, bahwa sepanjang tindak 
pidana asal (predicate crime) belum kadaluarsa untuk penuntutan dan unsur deliknya 
terpenuhi, kejaksaan tetap dapat melakukan penuntutan. 
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Apabila setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 
yang menyatakan bahwa seseorang terbukti melakukan tindak pidana pencucian 
uang, sementara disisi lain penyidik tindak pidana asal menemukan bukti bahwa 
seseorang itu telah melakukan tindak pidana asal, maka yang membatasi 
dituntut/tidaknya tindak pidana asal yang dilakukan oleh seseorang tersebut adalah 
asas daluarsa. 
Secara umum, daluarsa penuntut dan daluarsa menjalankan hukuman pidana 
terjadi karena tertuduh/terpidana meninggal dunia.
131
 
Ketentuan daluarsa disebutkan pada pasal 78 KUHP:
132
 
1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa: 
a) mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan 
dengan percetakan sesudah satu tahun. 
b) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana 
kurungan atau penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun. 
c) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih 
dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun. 
d) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. 
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2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan 
belas tahun, masing-masing tenggang daluarsa di atas dikurangi menjadi 
sepertiga. 
Perhitungan daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, 
kecuali dalam hal-hal tertentu menyangkut vorduurende delict yakni kejahatan 
terhadap mata uang (Pasal 244) perhitungan daluwarsa didasarkan pada waktu setelah 
uang dipakai atau diedarkan, kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang (Pasal 328, 
329,330,dan 333), daluwarsa dihitung keesokan harinya setelah orang tersebut 
dibebaskan atau ditemukan meninggal dunia dan kejahatan register kependudukan 
(Pasal 556-558 a), sehari setelah data tersebut dimasukkan dalam catatan register.
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Misalkan seseorang dihukum atas tindak pidana pencucian uang yang diyakini 
berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan pada tanggal 1 Januari 2015, maka 
kedudukan tindak pidana asal yakni tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut atas 
asas daluarsa dihitung sehari setelah tindak pidana korupsi dilakukan, yakni muali 
tanggal 2 Januari 2015 dan berdasarkan strafmaat Pasal 2 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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Pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 




(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan yang paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 
 
Berdasarkan asa daluarsa dalam keadaan pelaku masih hidup, dihitung sejak 
tanggal 2 Januari 2015 dikaitkan dengan strafmaat Pasal 2 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 
maksimal 20 tahun, maka ancaman pasal tersbut berada di atas 3 tahun, sehingga 
tindak pidana asal (korupsi) atas pelaku masih dapat dituntut dalam rentang waktu 12 
tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2015, dengan demikian, maka batas 
penuntutan terhadap tindak pidana asal (korupsi) tersebut berakhir pada tanggal 3 
Januari 2037. 
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 “dalam beberapa contoh kasus, apabila suatu 
perkara sudah diputus pengadilan, maka dengan otomatis tidak bisa lagi disidik untuk 
kasus yang sama” “jika pada saat dilakukan penuntutan oleh penuntut umum sudah 
diketahui ada fakta dan perbuatan yang disangkakan namun dengan sengaja tidak 
dimaksukkan dalam penuntutan, maka asas nebis in idem akan diberlakukan, artinya 
seseorang tidak bisa dituntut apabila perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap”. 




Kecuali dalam hal putusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak 
boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan 
oleh hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. 
Yang dimaksud di sini dengan hakim Negara Indonesia, ialah juga hakim 
dalam negeri yang rajanya atau penduduk Indonesianya berhak memerintah 
sendiri, demikian juga negeri yang penduduk indonesianya, dibiarkan 




 syarat suatu perkara dikatakan nebis in idem, yakni: (1) 
Adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) Orang terhadap siapa 
putusan itu dijatuhkan adalah sama. (3) Perbuatan yang dituntut kedua kali adalah 
sama dengan yang pernah diputus terdahulu itu. 
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Penulis setuju dengan pendapat Pujiono, karena Pasal 76 ayat (1) KUHP, 
menenkankan pada pelaku (subjek), bukan pada objek. Menurut penulis, Pasal 76 
ayat (1) menentukan bahwa pelaku (subjek) tidak dapat dituntut dua kali dalam 
perkara yang sama setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
Berkaitan dengan kedudukan tindak pidana asal apabila dilakukan penuntutan 
terhadap pelaku, maka penuntutan tersebut tidak bersifat nebis in idem. Hal tersebut 
disebabkan karena: (1) Tindak Pidana Pencucian uang adalah tindak pidana yang 
berdiri sendiri atau independent crime.
138
 Oleh sebab itu antara tindak pidana asal dan 
tindak pidana pencucian uang adalah dua kejahatan yang berbeda. (2) Pemidanaan 
terhadap pelaku, dalam tindak pidana pencucian uang tidak menghapuskan 
pertanggungjawaban pelaku, terhadap tindak pidana asal. (3) Meskipun telah ada 
putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana pencucian uang yang 
dilakukan oleh pelaku, namun penuntutan terhadap pelaku tindak pidana asal tetap 
dilakukan karena antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang 
merupakan dua tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri. 
2. Perhitungan Hukuman 
1) Tindak Pidana Asal Tidak Terbukti 
Jika tindak pidana asal tidak terbukti, maka hal tersebut tidak akan 
membatalkan putusan pengadilan yang menyatakan pelaku telah terbukti melakukan 
tindak pidana pencucian uang. Hal ini disebabkan karena antara tindak pidana 
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pencucian uang dan tindak pidana asal adalah dua kejahatan yang berdiri sendiri. 
Oleh sebab itu, pelaku tetap menjalankan hukuman 15 tahun penjara sebagai 
terpidana tindak pidana pencucian uang. 
berkaitan dengan hal tersebut, Yusuf
139
 menambahkan: 
 “...bisa saja pelaku memang tidak terbukti melakukan tindak pidana asal atau 
salah penerapan pasal dakwaaan atau penyidik belum menemukan unsur 
tindak pidana asalnya. Karena itu, proses penegakan hukum TPPU tidak 
terpengaruh dengan bebasnya terdakwa dari predicate crime...” 
Pernyataan tersebut di atas mengungkapkan bahwa tidak terbuktinya tindak 
pidana asal dalam persidangan tidak serta merta menjadikan tindak pidana pencucian 
uang tidak terbukti. 
Selain itu, meskpin pemeriksaan tindak pidana asal lebih dahulu diperiksa dari 
tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal telah diputus bebas, atas putusan 
bebas terhadap tindak pidana asal tidak akan menghalangi penuntutan terhadap tindak 
pidana pencucian uang. 
Hal ini dapat dilihat dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak 
pidana asal yang dilakukan oleh orang yang berbeda, yakni pelaku tindak pidana asal 
adalah Ishaq Latief Bin Abdul Ojafa dan I Nyoman Gede Artha Bin Ojindin, yang 
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telah diputus bebas (Vrijspraak) oleh Pengadilan Negeri Baubau, sedangkan pelaku 
tindak pidana pencucian uang adalah R.J. soehandoyo.
140
 
Meskipun pelaku tindak pidana asal (kejahatan perbankan) dinyatakan bebas, 
namum berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010, maka penuntutan 
terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yakni R.J. Soehandoyo, masih dapat 
dijalankan.  
2) Tindak Pidana Asal Terbukti 
Dalam kasus tindak pidana pencucian uang, semisal A adalah pelaku tindak 
pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi telah menyandang 
status terpidana tindak pidana pencucian uang dengan hukuman 15 tahun penjara. 
kemudian kembali menjadi tersangka tindak pidana asal (korupsi). Dalam hal hakim 
dapat membuktikan A telah melakukan tindak pidana asal (korupsi), pengadilan tidak 
dapat menjatuhkan hukuman yang lebih dari 5 tahun penjara. Dengan alasan bahwa 
maksimal hukuman penjara sebagaimana dalam pasal 12 ayat (4) KUHP adalah 20 
tahun penjara, sedangkan pelaku telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara sebagai 
terpidana tindak pidana pencucian uang. 
Selain itu, perbuatan A sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dan 
sebagai pelaku tindak pidana asal (korupsi) termasuk dalam kategori delik tertinggal, 
sebab kedua tindak pidana yang dilakukan A terjadi sebelum putusan tindak pidana 
pencucian uang dan telah ada putusan terhadap salah satu tindak pidana tersebut, 
yakni putusan terhadap tindak pidana pencucian uang. 
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Delik tertinggal diatur dalam Pasal 71 KUHP, yakni sebagai berikut: 
Pasal 71 
Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi 
melakukan kejahatan ata pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, 
maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan 
dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-




Dalam ketentuan jumlah hukuman terhadap A sesuai dengan Pasal 71 KUHP 
adalah putusan II (putusan tindak pidana asal) = (Maksimal 20 tahun sesuai Pasal 12 
ayat (4) KUHP)-putusan I (putusan tindak pidana pencucian uang). Dengan demikian, 
putusan tindak pidana asal (korupsi) = 20 tahun-15 tahun penjara= 5 tahun penjara. 
Oleh sebab itu, total hukuman yang didapatkan oleh A apabila tindak pidana 
asal (korupsi) terbukti adalah putusan putusan tindak pidana pencucian uang 
ditambah dengan putusan tindak pidana asal (korupsi), yakni 20 tahun penjara. 
B. Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Mewajibkan 
Pembuktian Terlebih Dahulu Terhadap Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) 
Pada dasarnya berdasarkan kajian dari segi efektifitas penanganan tindak 
pidana pencucian uang, penulis setuju dengan ketentuan dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak 
pidana asal dalam proses penanganannya. 
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Namun terdapat beberapa kritikan dari penulis terkait dengan frase “tidak 
mewajibkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal dalam 
penanganan tindak pidana pencucian uang”, sebagai berikut 
1. Penyimpangan Asas Legalitas  
Sebagian orang mengatakan bahwa frase “untuk dapat dilakukan penyidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian 
uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”, telah melanggar 




Namun perlu diketahui bahwa tujuan hukum menurut teori Gustav Radbruch 
hanya ada 3 (tiga), yakni: keadilan, kemanfaatan dan kepastian (legalitas). Radburch 
mengajarkan akan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, yakni perioritas 
pertama adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan yang terakhir barulah kepastian 
hukum. 
Prinsip yang mengutamakan keadilan dibandingkan legalitas juga terjadi 
dalam praktek peradilan dalam skala intrnasional, yakni pada pengadilan Nuremberg 
Trial, ketika Donnedieu de Vabres mengatakan bahwa memidana dalam melanggar 
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asas legalitas memang tidak adil namun tidak menghukum orang yang melakukan 
kejahatan yang sedemikian besarnya adalah jauh lebih tidak adil.
143
 
Mengenai ketiga tujuan hukum di atas, sebagaimana yang diungkapkan oleh 
Radbruch dijelaskan melalui uraian berikut: 
a. Keadilan 
Berdasarkan aliran hukum alam, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah 





 keadilan adalah suatu keadaan, dikatakan adil apabila sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku. 
Dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana pencucian uang, maka 
keadaan akan dirasakan adil apabila dilakukan sesuai dengan pasal 69 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu terhadap 
tindak pidana asal. 
b. Kemanfaatan 
Penganut aliran sosiologis selalu menempatkan hukum dari segi 
kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat. Alasannya adalah hukum dibuat demi 
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mencapai kesejahteraan masyarakat. dengan kata lain, bahwa hukum bersumber dari 
masyarakat dan oleh sebab itu maka diperuntukkan untuk masyarakat.
146
 
Dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana pencucian uang yang 
tidak mewajibkan pembuktian terhadap tindak pidana asal sebagai perwujudan dari 
prinsip fillow the money, dapat kita lihat dari putusan beberapa kasus yang 
memberlakukan ketentuan tersebut. 
Follow the money merupakan kegiatan mengejar aset hasil tindak pidana  
dalam hal ini prinsip follow the money  merupakan pendekatan penelusuran aliran 
harta kekayaan hasil kejahatan.  
Sebagai contoh kasus Pemkab Batubara Rp100 Miliar masuk ke Kas Negara, 
Elnusa Rp 100 Miliar, Melinda senilai Rp 7 Miliar, kasus Bahasyim, kasus Gayus, 
kasus Djoko Susilo, serta kasus Akil Mochtar. 
c. Kepastian Hukum (Legalitas) 
Prinsip ini ditemukan oleh Paul Johann Anselm Von Feuerbech (1775-1833), 
seorang pakar hukum pidana Jerman di dalam bukunya yang berjudul “lehrbuch des 
peinlichen Rechts” pada tahun 1801. Dengan kata lain, bahwa asas legalitas 
merupakan produk ajaran klasik pada permulaan abad ke-19 (Beccaria).
147
 
Menurut penulis, negara Indonesia tidak bisa menjadikan asas legalitas 
sebagai patokan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, terutama dalam 
perumusan perundang-undangan dalam hal mengatasi kejahatan pencucian uang 
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disebabkan dari segi history. Kejahatan yang terjadi sebagai dasar munculnya asas 
legalitas berbeda dengan kejahatan yang dihadapi oleh global dalam era modern 
yakni aktivitas pencucian uang. 
2. Analisis Terhadap Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang 
Tanpa Pembuktian Terlebih Dahulu Terhadap Tindak Pidana Asal 
Menurut A. Mulder sebagaimana dikutip oleh Arif, B. N 
148
 mengatakan 
bahwa “strafrechtspolitiek” ialah garis kebijakan untuk menentukan: 
a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau 
diperbaharui. 
b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana 
c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan 
pidana harus dilaksanakan. 
Penulis beranggapan bahwa salah satu perwujudan dari doktrin A. Murder 
mengenai strafrechtspolitiek dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantsan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat perluasan 
definisi alat bukti pada pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, berbeda 
dengan defenisi alat bukti dalam pasal 184 KUHP. 
Secara umum penulis setuju dengan ketentuan tidak mewajibkan pembuktian 
terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana 
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pencucian uang. Namun penulis mempunyai kritikan terhadap penerapan (aplikasi) 
ketentuan tersebut saat ini. 
Penulis beranggapan bahwa , ketentuan pada Pasal 12 ayat (4) KUHP dalam 
hal ini menentukan maksimal hukuman penjara yakni 20 tahun, tidaklah sesuai 
dengan tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat dalam Memorive van 
Teolichting: 
“...agar pelaku atau orang yang merencanakan akan melakukan pencucian itu 
mikir 1000 kali untuk melakukan lagi. Jadi, itu intinya bahwa ini juga harus 




Maka dari itu, agar tujuan dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 
Tentang Pencegahan dan Pemberantsan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat 
tercapai, sebagaimana yang terdapat dalam Memorie van Teolichting, demi 
menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku ataupun orang lain dapat berfikir 1000 kali 
untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu, sistem hukuman 
dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dimasa yang 
akan datang harus dilakukan dengan sistem kumulasi murni dan berdasar pada teori 
pembalasan. 
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Kant dalam bukunya Filosophy of Law, mengatakan bahwa pidana dijatuhkan 
karena orang telah melakukan kejahatan.
150
 Penulis beranggapan bahwa  tidaklah adil 
jika seseorang telah melakukan dua kejahatan yang berbeda (berdiri sendiri) yakni 
tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dan hanya dihukum 20 tahun 
penjara. 
Selain itu, penulis berpendapat bahwa, demi mempermudah proses peradilan 
dalam tindak pidana pencucian uang, maka proses peradilan tindak pidana pencucian 
uang tetap dilakukan dengan ketentuan tanpa kewajiban pembuktian terlebih dahulu 
terhadap tindak pidana asal dan hal yang dapat membatasi dituntut, tidaknya pidana 
asal hanyalah asas daluarsa. 
Sedangkan dalam hal proses pemeriksaan pendahuluan tindak pidana 
pencucian uang, tersangka harus diberikan kesempatan untuk membuktikan dengan 
alat bukti yang cukup terkait sah atau tidaknya harta kekayaan yang dimiliki. 
Dalam hal ini, apabila tersangka tidak dapat membuktikan sah atau tidaknya 
harta yang dimiliki, atau tersangka melarikan diri, maka dapat disimpulkan bahwa 
satu unsur pasal yakni “unsur diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana”, 
telah terpenuhi sehingga perkara dapat dilanjutkan pada tahap penuntutan. 
Apabila dalam hal pemeriksaan pendahuluan tersangka mampu membuktikan 
dengan alat bukti yang cukup mengenai harta kekayaan yang dimilikinya merupakan 
hasil kegiatan yang halal, maka pemeriksaan dihentikan dan tidak dilanjutkan pada 
                                                 
150
 Menurut Immanuel Kant dalam, Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana” 




tahap penuntutan, dengan demikian maka penanganan dalam tindak pidana pencucian 



















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mengenai pengaturan terhadap tindak pidana pencucian uang yang tidak 
mewajibkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal diatur dan 
dijelaskan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam 
penanganan tindak pidana pencucian uang yang tidak mewajibkan pembuktian 
terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal didasari oleh prinsip bahwa antara 
tindak pidana dan pencucian uang dan tindak pidana asal adalah dua jenis 
kejahatan yang masing-masing berdiri sendiri. 
2. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa sejauh ini penanganan 
tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan efektif. Berangkat dari beberapa 
kasus pencucian uang di Indonesia yang berpacu pada peraturan terhadap tidak 
wajibnya pembuktian tindak pidana asal, dapat mempermudah proses pemeriksaan 
tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, apabila terdakwa dapat 
membuktikan bahwa harta yang dihasilkan berasal dari hasil kegiatan yang halal, 




tindak pidana pencucian uang telah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana 
dan biaya ringan. 
B. Implikasi Penelitian 
Adapun saran penulis terkait dengan penanganan tindak pidana pencucian 
uang tanpa kewajiban pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal, yaitu: 
1. Rumusan ketentuan yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu terhadap 
tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana pencucian uang sebagaimana 
yang terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus tetap 
dipertahankan sebab membawa dampak positif, terutama terhadap perekonomian 
negara. Namun, sebaiknya dalam pengaplikasian ketentuan tersebut terdapat 
kesempatan bagi tersangka untuk membuktikan dengan alat bukti yang cukup 
terkait harta kekayaan yang dimiliki pada tahap pemeriksaan pendahuluan. 
2. Ketentuan yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak 
pidana asal harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh aparat penegak hukum agar 
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